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ABSTRAK 
 

Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi  
Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 
Buyung Widyatama1, Neneng Sri Rahayu2, R.N. Afsdy Saksono3 

widyatamabuyung@gmail.com1, neneng.rdwn@gmail.com2,  afsdys@gmail.com3 

Politeknik STIA LAN Jakarta1,2,3 

 
Penelitian bertujuan menggali faktor-faktor pengamanan BMN gedung dan 
bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK serta merumuskan model 
pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK. 
Metode menggunakan studi kasus (case study) melalui pendekatan kualitatif. Data 
diperoleh melalui telaah dokumen dan wawancara. Faktor kelembagaan, budaya, 
keterjangkauan, kesadaran dan pengetahuan, serta proses pengasuransian dan 
kepercayaan menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya pengamanan BMN 
melalui asuransi pada KLHK. Faktor kelembagaan menunjukkan telah dimilikinya 
Surat Kepala Biro Umum perihal Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021. 
Faktor budaya menggambarkan walaupun berada pada Indeks Risiko Bencana 
kategori tinggi dan pernah terjadi bencana alam belum menjadi pemicu 
pengasuransian BMN. Faktor keterjangkauan menunjukkan KLHK sudah 
menganggarkan biaya pengasuransian BMN periode Tahun 2022 dan 2023. 
Faktor kesadaran dan pengetahuan menunjukkan belum sepenuhnya Satuan 
Kerja lingkup KLHK memahami Asuransi BMN serta kurangnya kesadaran 
pentingnya asuransi bencana. Faktor proses pengasuransian dan kepercayaan 
menunjukkan sosialisasi Asuransi BMN dari Perusahaan Asuransi Jasindo belum 
sampai ke tingkat tapak. Rekomendasi pengamanan BMN melalui Asuransi BMN 
pada KLHK adalah membangun komitmen bersama, membuat kembali surat 
pengasuransian BMN, memasukkan Asuransi BMN dalam PKPT, mengidentifikasi 
potensi atau kerawanan bencana serta merekapitulasi dan mendokumentasi 
riwayat bencana, membuat saluran pelaporan dampak bencana yang dialami, 
membuat sketsa perhitungan Premi Asuransi BMN, sosialisasi Asuransi BMN 
bersama BKF Kementerian Keuangan, BNPB dan Perusahaan Asuransi Jasindo, 
serta melakukan kegiatan diklat Asuransi BMN. 

 
Kata kunci: Pengamanan; Barang Milik Negara (BMN); Asuransi Barang Milik 

       Negara (Asuransi BMN). 
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ABSTRACT 
 

SECURITY OF STATE PROPERTY THROUGH INSURANCE 
AT THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY 

 
Buyung Widyatama1, Neneng Sri Rahayu2, R.N. Afsdy Saksono3 

widyatamabuyung@gmail.com1, neneng.rdwn@gmail.com2, afsdys@gmail.com3 

Politeknik STIA LAN Jakarta1,2,3 

 
The research aims to explore the factors of building BMN security through BMN 
insurance at KLHK and formulate a model of building BMN security through BMN 
insurance at KLHK. The method uses a case study (case study) through a 
qualitative approach. Data obtained through document analysis and interviews. 
Institutional factors, culture, affordability, awareness and knowledge, as well as 
insurance and trust processes are factors that cause low security of BMN through 
insurance at KLHK. Institutional factors indicate that he has a letter from the head 
of the General Bureau regarding BMN insurance for the 2021 fiscal year. Cultural 
factors illustrate that although it is in the high category disaster risk index and 
natural disasters have not been a trigger for BMN insurance. The affordability factor 
shows that KLHK has budgeted the cost of BMN insurance for the 2022 and 2023 
periods. Awareness and knowledge factors indicate that the working units within 
the KLHK have not fully understood BMN insurance and lack of awareness of the 
importance of disaster insurance. Insurance process and trust factors indicate 
BMN insurance socialization from Jasindo insurance company has not reached the 
footprint level. The recommendations for securing BMN through BMN insurance at 
KLHK are to build a joint commitment, re-create BMN insurance letters, include 
BMN insurance in PKPT, identify potential or disaster vulnerability and recapitulate 
and document disaster history, create disaster impact reporting channels, sketch 
BMN insurance premium calculations, socialize BMN insurance with BKF Ministry 
of Finance, BNPB and Jasindo insurance companies, and conduct BMN insurance 
training activities. 

 
Keywords: Security; State Property (BMN); State Property Insurance (BMN  
                  insurance). 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan paradigma administrasi publik bergerak dinamis, awal 

kemunculanya dikenal sebagai Old Public Administration (OPA) yang menutup 

keterlibatan masyarakat terhadap pelayanan pubik, pemerintahan yang birokratis 

serta kaku sehingga menyebabkan masyarakat tidak puas terhadap layanan 

publik. Alasan tersebut mendorong lahirnya New Public Management (NPM) yang 

merubah pelayanan publik menjadi lebih kompetitif dengan swasta, 

menghilangkan patologi birokrasi, responsif, dan alternatif layanan lebih luas 

sehingga mengurangi monopoli pemerintah. Dalam perkembangannya, NPM 

dikritik karena melihat masyarakat hanya sebagai customer semata, sehingga 

nilai-nilai demokratis tidak ditegakkan dalam pelayanan publiknya yang pada 

akhirnya paradigma administrasi publik berubah menjadi New Public Service 

(NPS), dimana publik diikutsertakan dalam penyediaan layanan yang diharapkan 

disediakan oleh pemerintah (Mulyadi, D. et.al. 2016). Paradigma administrasi 

publik yang berkembang sampai dengan sekarang yakni Governance yang 

merupakan sistem nilai, kelembagan, dan kebijakan dimana masalah ekonomi, 

sosial, dan politik dikelola dengan keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan 

pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab akan terciptanya lingkungan politik 

dan hukum yang kondusif, pihak swasta berperan menyediakan lapangan 

pekerjaan, sedangkan masyarakat berinteraksi sosial serta berpolitik secara sehat 

(Keban, Y.T., 2014, h.38). 

Sejalan dengan paradigma administasi publik yakni Governance, guna 

menjamin keberlanjutan eksistensi pelayanan publik, pemerintah berupaya 

mengamankan aset dari risiko bencana alam melalui skema Asuransi Barang Milik 

Negara (Asuransi BMN). Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yakni 

Konsorsium Asuransi BMN (KABMN) sebagai pihak penjamin yang merupakan 

bagian dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). KABMN beranggotakan 

lima puluh enam perusahaan asuransi dan reasuransi yang diketuai oleh PT. Jasa 

Asuransi Indonesia/Jasindo (‘Aliimah, 2020, h.6). Dengan adanya Asuransi BMN 

masyarakat mendapatkan kepastian akan keberlanjutan layanan publik. 
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Salah satu negara yang sudah menerapkan asuransi sebagai wujud 

manajemen risiko terhadap bencana adalah Australia. Kesenjangan ketersediaan 

dana dengan kebutuhan untuk membangun kembali fasilitas publik akibat bencana 

yang mempunyai rentang jauh merupakan salah satu pengungkit pemerintah 

Australia untuk mengembangkan asuransi. Pemerintah Australia mendirikan 

Comcover dengan tujuan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko dan 

melindungi entitas pemerintah dari kerugian yang bersumber dari dana asuransi. 

Comcover merupakan pengelola dana mandiri di bawah pemerintah, bukan 

perusahaan swasta, sehingga memberikan keuntungan dengan cakupan proteksi 

yang lebih luas serta dapat difasilitasi melalui pendekatan sektor publik. Hasil 

pembayaran premi disimpan pada rekening Comcover dan tidak diinvestasikan. 

Pendapatan diperoleh dari suku bunga simpanan. Besaran premi yang dibayarkan 

disesuaikan dengan profil organisasi dan risikonya, serta penghitungan premi 

didasarkan pada estimasi penggantian aset, bukan berdasar nilai buku aset 

tersebut (Melli dan Yudi, 2014). Menghitung premi berdasarkan nilai buku aset 

tidak serta merta mencakup seluruh resiko, biasanya nilai buku lebih rendah 

dibanding dengan biaya penggantian, nilai buku didasarkan pada umur dan kondisi 

aset. Sehingga menjadi penting untuk menerka nilai pasar atau menghitung 

estimasi penggantian aset yang dimiliki oleh setiap entitas pemerintah. Informasi 

mengenai nilai pasar atas aset bermanfaat dalam mengetahui eksposur keuangan 

jika bencana menimpa aset tersebut, hal tersebut telah dilakukan oleh Kepolisian 

Selandia Baru dalam menentukan besaran premi asuransi asetnya (Controller and 

Auditor General, 2013). 

   Pembahasan di tingkat regional mengenai strategi pembiayaan dan 

asuransi bencana telah dilakukan, salah satunya dengan terbentuknya Southeast 

Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF). SEADRIF merupakan kerjasama 

negara-negara ASEAN+3 (ASEAN, Jepang, Korea, dan RRT) dengan fokus 

menyediakan dan memfasilitasi risiko bencana melalui asuransi untuk negara-

negara ASEAN. SEADRIF membentuk kelompok kerja teknis untuk 

mengembangkan skema asuransi banjir dan skema asuransi aset publik atau 

Barang Milik Negara (BMN). Indonesia tergabung dalam kelompok kerja 

pengembangan skema asuransi aset publik atau BMN bersama-sama dengan 

negara Filipina (Badan Kebijakan Fiskal/BKF). 
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Sejalan dengan praktik yang telah dilakukan pemerintah Australia dalam 

mitigasi risiko bencana, serta wujud keterlibatan dalam kelompok kerja SEADRIF, 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengembangkan 

skema Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk 

Financing and Insurance (DRFI). Wujud dari skema pengembangan PARB, 

Kementerian Keuangan mengeluarkan paket peraturan mengenai Asuransi BMN 

melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.247/PMK.06/2016 dan PMK 

No.97/PMK.06/2019. 

Meningkatnya layanan terhadap masyarakat menyebabkan ragam dan 

nilai BMN semakin meningkat pula, tentu hal tersebut berkorelasi dengan 

pengamanan dan pemeliharaan guna mempertahankan keutuhan dan 

keberadaan BMN itu sendiri dalam menjamin keberlangsungan pelayanan publik. 

Tabel di bawah ini menggambarkan meningkatnya nilai BMN dari Tahun 2021 

sampai 2022 khususnya aset tetap. 

 

Tabel 1.1 
Neraca Aset Tetap Pemerintah Pusat Tahun 2022 

 
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (Audited). 

 

Faktor lain yang mendorong Pemerintah Indonesia melakukan Asuransi 

BMN yakni posisi geografis berada pada Cincin Api Pasifik/Lingkaran Api Pasifik 

(Ring of Fire) yang berisiko terpapar bencana alam: letusan gunung berapi, gempa 

bumi dan tsunami. Selain bencana tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia 

terpapar resiko bencana: banjir, tanah longsor, kebakaran, cuaca ekstrim, 

gelombang ekstrim dan kekeringan (BKF, 2018, h.2). 
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Gambar 1.1 
Peta Sebaran Jalur Gunung Berapi Asia-Pasifik (ring of fire) 

 
Sumber: Risiko Bencana Indonesia (RBI)  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2023. 
 

Letak Indonesia yang berada pada posisi Ring of Fire tentunya memiliki resiko 

yang harus dihadapi jika kejadian bencana alam: gempa bumi, gunung meletus 

dan tsunami terjadi secara tiba-tiba. Hal ini sejalan dengan pendapat Gina, F.V. 

(2022), bahwa wilayah Cincin Api Pasifik merupakan bertemunya tiga Lempeng 

Tektonik yakni, Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Lempeng-lempeng tersebut 

terus meluncur, bertabrakan atau bergerak di atas atau di bawah satu sama 

lainnya, pergerakan tersebut berdampak terhadap timbulnya palung laut dalam, 

letusan gunung berapi serta garis patahan. Risiko Bencana merupakan potensi 

kerugian yang diakibatkan bencana. Menurut World Risk Index, Indonesia pada 

Tahun 2022 berada pada urutan ketiga setelah Filipina dan India (Hilfft, B.E. 2022), 

namun pada Tahun 2023 Indonesia menggeser urutan India yang berada pada 

urutan kedua setelah Filipina (Hilft, B.E. 2023).  

Bencana Tahun 2018 silam yakni gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami 

yang terjadi di Kota Palu Sulawesi Tengah, gempa bumi di Lombok dan Sumbawa, 

serta tsunami Tanjung Lesung menyebaban kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi 

gempa di Lombok dan Sumbawa mencapai Rp.17.13 Triliun, sedangkan gempa 

bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah mengakibatkan kerugian dan kerusakan 

lebih dari Rp.13.82 Triliun (Nugroho, S.P., 2018). Pada Bulan September Tahun 

2018 tersebut, BMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
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berupa gedung kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu Poso di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah terkena dampak gempa bumi Palu dan Donggala dengan klasifikasi 

kerusakan rusak sedang (Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana Sulawesi 

Tengah, 2018). Tindak lanjut hasil penilaian singkat gedung kantor yang 

terdampak gempa Sulawesi Tengah tersebut, satuan kerja Balai Besar Taman 

Nasional Lore Lindu menganggarkan pembangunan gedung kantor permanen 

melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 

2019 sebesar 4.8 Miliar (Register Transaksi Harian KDP BBTN Lore Lindu, 2019), 

sedangkan nilai buku BMN gedung kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu 

senilai Rp.2.0 Miliar (Register Transaksi Harian Penghapusan BBTN Lore Lindu, 

2019). Informasi dari pengelola BMN BBTN Lore Lindu di sampaikan bahwa waktu 

yang dibutuhkan dalam penganggaran dan menyelesaiakan pembangunan 

gedung kantor yang terdampak gempa Sulawesi Tengah tersebut adalah selama 

dua tahun. Dari kejadian tersebut menggambarkan bahwa besaran biaya 

pembangunan gedung baru kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu akibat 

gempa Sulawesi Tengah lebih tinggi dibandingkan nilai buku dari gedungnya, serta 

kecepatan penyediaan anggaran dan pembangunan fisik gedung pasca bencana 

relatif lama.  

Kemampuan pemerintah mengalokasikan dana untuk cadangan bencana 

setiap tahunnya senilai Rp.3.1 Triliun (USD 214 Juta), sedangkan kerugian akibat 

bencana Tahun 2004 akibat gempa dan tsunami Aceh sebesar Rp.51,4 Triliun 

(USD 3,5 Miliar), sehingga perlu waktu kurang lebih selama lima tahun untuk dapat 

memulihkan keadaan seperti semula. Pada rentang waktu Tahun 2000 sampai 

2016, kerugian ekonomi yang dialami setiap tahunnya akibat bencana alam yakni 

rusaknya bangunan dan selain bangunan mencapai Rp.22.8 Triliun, sedangkan 

rata-rata dana darurat (Contingency Fund) bencana alam yang tersedia rentang 

Tahun 2005 sampai 2017 senilai Rp.3.1 Triliun, terdapat gap sebesar Rp.19.75 

Triliun (BKF, 2018). Belajar dari pengalaman tersebut dan melihat kemampuan 

keuangan negara dalam mengatasi masalah bencana masih terdapat gap yang 

terlalu lebar, sehingga untuk mengcover pembangunan kembali bangunan 

pemerintah akibat eksposur bencana, perlu tindakan mitigasi risiko dalam bentuk 

Asuransi BMN, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain atau 
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lembaga donor negara lain dalam penanganan bencana sehingga berdampak 

positif terhadap kesehatan keuangan negara.  

Salah satu contoh Kementerian yang sudah merasakan manfaat dari 

Asuransi BMN adalah Kementerian Keuangan, klaim Asuransi BMN atas peristiwa 

bencana gempa di Mamuju Tahun 2020, banjir di Jakarta Tahun 2020, serta banjir 

dan longsor di Sorong Tahun 2022 mencapai Rp. 83,99 Miliar (Wildan, F.F., 2023). 

Hujan awal Tahun 2020 mengakibatkan banjir dibeberapa wilayah, dampaknya 

beberapa gedung kantor Kementerian Keuangan yakni: Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Cibitung,  KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bekasi Utara, 

KPP Pratama Bekasi Selatan, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A 

Jakarta terdampak banjir (Sidik, S., 2020). Namun adapula gedung yang 

mengalami kejadian kebakaran pada tahun tersebut akan tetapi belum 

diasuransikan, yakni Gedung Kejaksaan Agung sehingga memaksa biaya 

renovasi dianggarkan pada tahun berikutnya (Putra, D.A., 2020). Dengan telah 

mengasuransikan gedung dan bangunan kantor, maka pembangunan kembali 

BMN tersebut akibat terdampak bencana tidak menguras Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) secara langsung serta lebih cepat penyediaan 

kebutuhan anggaran pembangunannya. 

Pengamanan BMN merupakan salah satu bagian dari siklus pengelolaan 

BMN. Pengamanan BMN sendiri meliputi: administrasi, fisik dan hukum (Peraturan 

Pemerintah/PP No. 28 Tahun 2020). Pengamanan administrasi tidak hanya 

diartikan menyimpan dokumen kepemilikan berupa sertiffikat tanah namun 

termasuk juga dokumen perolehan, dokumen pembayaran, serta Berita Acara 

(BA) Penilaian/Pengukuran terhadap BMN tersebut. Pengamanan fisik merupakan 

wujud dari mengamankan objek BMN tersebut, contohnya dengan membangun 

pagar/pembatas/patok atas BMN tanah yang masih kosong. Pengamanan hukum 

dilakukan dengan optimal di setiap tingkatan peradilan terhadap gugatan atas 

BMN. Asuransi BMN merupakan bentuk pengamanan BMN dalam artian 

pengamanan fisik yakni jika sewaktu-waktu gedung dan bangunan rusak berat 

akibat bencana alam sehingga tidak bisa digunakan dan tidak ekonomis jika 

diperbaiki, maka dilakukan renovasi gedung dan bangunan dengan pembiayaan 

dari Klaim Asuransi BMN gedung dan bangunan tersebut, sehingga secara waktu 

akan lebih cepat memperoleh anggaran untuk renovasi dan juga pelayanan publik 
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tidak berlarut-larut terganggu. Selama ini perencanaan penganggaran renovasi 

gedung dan bangunan dilakukan secara reguler melalui mekanisme RKA-K/L yang 

membutuhkan waktu lama serta terbatasnya alokasi anggaran pemerintah. 

Cara pandang terhadap penanganan bencana terus berkembang dari 

paradigma konvensional, mitigasi, pembangunan, sampai dengan pengurangan 

risiko. Paradigma konvensional (Relief and Emergency) cenderung melihat 

bencana merupakan kejadian yang tidak bisa dielakkan sehingga korban harus 

segera mendapatkan pertolongan. Fokus dari penanggulangan bencana ini 

bersifat bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Tujuan penanggulangan 

bencana ini adalah menekan tingkat kerugian, kerusakan serta percepatan 

pemulihan keadaan. Paradigma mitigasi bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-

daerah rawan bencana, memahami pola-pola yang dapat menimbulkan 

kerawanan, dan melakukan kegiatan struktural dan non struktural. Paradigma 

pembangunan merupakan bentuk upaya mengintegrasikan upaya-upaya 

penanggulangan bencana dalam bentuk program-program pembangunan seperti 

pengentasan kemisikinan, penggunaan teknologi dan penguatan ekonomi. 

Paradigma pengurangan risiko merupakan perpaduan sudut pandang teknis dan 

ilmiah dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik untuk 

perencanaan pengurangan risiko bencana. Paradigma ini menempatan 

masyarakat sebagai subjek, objek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan 

risiko bencana dengan memasukkan unsur kearifan lokal dan pengetahuan 

tradisional dimasyarakat tersebut (Wibowo, M. 2010).  

Indonesia telah menerapkan paradigma pengurangan risiko dengan 

Asuransi BMN,  namun belum semua Kementerian/Lembaga melaksanakannya, 

seperti diungkapan Sudarwan, E. (Said, A.A. 2021) bahwa sampai dengan Tahun 

2021 masih tedapat tiga puluh tiga Kementerian/Lembaga yang belum 

mengasuransikan BMN gedung dan bangunannya. Kementerian/Lembaga yang 

telah mengasuransikan sejak paket peraturan pengasuransian BMN diterbitkan 

adalah sebagai berikut: diawali Kementerian Keuangan di Tahun 2019 yang 

merupakan proyek percontohan (pilot project) yang mengasuransikan BMN 

(Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.253 Tahun 2019). Pada tahun 

selanjutnya bertambah menjadi tiga belas Kementerian/Lembaga yang 

mengasuransikan (KMK No.118 Tahun 2020 dan KMK No.265 Tahun 2020). Tabel 
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berikut menyajikan perkembangan jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah 

mengasuransikan BMN sejak Tahun 2019 sampai 2021: 

 

Tabel 1.2 
Daftar Kementerian/Lembaga Telah Mengasuransikan BMN  

Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021 
 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

1. Kementerian 
Keuangan 

1. Kementerian Keuangan 1. Kementerian Keuangan 

 2. Kementerian Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
(Bappenas) 

2. Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) 

3. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Perhubungan 

4. Kementerian Perdagangan 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

5. Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) 

5. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 
TVRI 

6. Kementerian Pertahanan 6. Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) 

7. Kementerian Sosial 7. Badan Pegawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 

8. Lembaga Ketahanan Nasional 
(Lemhanas) 

8. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
RI 

9. Lembaga Penyiaran Publik  
(LPP) TVRI 

9. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
RI 

10. Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) 

10. Kementerian ESDM 

11. Badan Pegawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 

11. Kementerian BUMN 

12. Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) RI 

12. Kementerian Parekraf 

13. Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) RI 

13. Kementerian Dalam Negeri 

 14. Kementerian Pertahanan 

15. Kementerian Perindustrian 

16. Kementerian Kominfo 

17. Kementerian ATR/BPN 

18. Kementerian Koperasi dan UKM 

19. Kementerian Perdagangan 

20. Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 

21. Kementerian PANRB 

22. Kementerian Ketenagakerjaan 

23. Kemendikbud 

24. Kemenko PMK 

25. Kemenkopolhukkam 

26. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) 

27. Komisi Yudisial (KY) 

28. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 



9 
 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

29. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) 

30. Badan Informasi Geospasial 
(BIG) 

31. Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) 

32. Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam (BP 
Batam) 

33. Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang (BP 
Sabang) 

34. Badan Intelijen Negara (BIN) 

35. Badan Keamanan Laut (Bakamla) 

36. Badan Nasional Narkotika (BNN) 

37. Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI 

38. Badan SAR Nasional (Basarnas) 

39. Badan Tenaga Nuklir Nasional 
(BATAN) 

40. Badan Pusat Statistik (BPS) 

41. Badan Nasional Pengelolaan 
Perbatasan (BNPP) 

42. Badan Perlindungan Pekerja 
Migran (BP2MI) 

43. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
(Bapeten) 

44. Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) 

45. Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) 

46. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) RI 

47. Kejaksaan Agung 

48. Arsip Nasional RI (ANRI) 

49. Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) 

50. Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) 

51. Ombudsman RI 

Sumber:  KMK No.253 Tahun 2019, KMK No.118 Tahun 2020,   
               KMK No.265 Tahun 2020, dan Pratama, W.P. 2021. 

 

KLHK mempunyai 275 satuan kerja dengan rincian: Eselon II-A: 84, II-B: 

18, III-A: 168, dan IV-A: 5 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran 

Satuan Kerja Lingkup KLHK adalah sebagai berikut: yang berlokasi di pusat 

berjumlah 84 sedangkan yang berlokasi di daerah berjumlah 191. Tabel berikut 

merupakan gambaran ringkas sebaran Satuan Kerja KLHK berdasarkan 

eselonisasi: 
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Tabel 1.3 
Sebaran Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Eselon II-A Eselon II-B Eselon III-A Eselon IV-A 

Pusat 84 Pusat - Pusat - Pusat - 

Daerah - Daerah 18 Daerah 168 Daerah 5 

Jumlah 84 Jumlah 18 Jumlah 168 Jumlah 5 

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  
(SIMPEG) KLHK. 

 

Selain itu, satuan kerja KLHK tersebar di seluruh provinsi di Indonesia 

yakni tiga puluh empat provinsi, empat puluh tiga kota, dan empat puluh delapan 

kabupaten. Berdasarkan peta indeks risiko bencana tingkat provinsi Tahun 2021 

dan Tahun 2022 BNPB, sebaran satuan kerja KLHK yang masuk dalam kelas 

risiko bencana tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.4 
Sebaran Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Berdasarkan Kelas Risiko Bencana 
 

Sebaran Satuan 
Kerja KLHK 

Kelas Risiko 

Tinggi Sedang Rendah 

Provinsi 15 18 1 

Satuan Kerja 74 129 72 

Sumber: Diolah dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)  
Tahun 2021 dan 2022 BNPB. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tujuh puluh empat satuan kerja KLHK berada 

pada kelas risiko tinggi yang tersebar pada lima belas provinsi, seratus dua puluh 

sembilan satuan kerja berada pada kelas risiko sedang yang tersebar pada 

delapan belas provinsi, sedangkan tujuh puluh dua satuan kerja berada pada kelas 

risiko rendah tersebar pada satu provinsi.  

KLHK pada Tahun 2022 dan 2023 telah mengasuransikan sejumlah dua 

gedung dan bangunannya yakni Gedung Arsip Cimanggis dan Gedung Salemba 

yang tercatat dalam daftar Aset Biro Umum, Sekretariat Jenderal, KLHK seperti 

pada tabel di bawah ini: 
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 Tabel 1.5 
Rincian Objek Pertanggungan Polis Asuransi BMN Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dan 2023 
 

 
 

 
Sumber: Asuransi Jasindo, 2022 dan 2023. 

 
Namun dari Kementerian Keuangan belum ada rilis resmi mengenai daftar 

Kementerian/Lembaga yang sudah mengasuransikan BMN periode Tahun 2022 

dan 2023. Anggaran belanja asuransi gedung dan bangunan Tahun 2022 tersebut 

senilai Rp.8.760.000. dan dianggarkan dengan nilai yang sama pada Tahun 2023 

(Rincian Kertas Kerja Satker Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2022 dan 2023). 

Harga pertanggungan polis Asuransi BMN Tahun 2023 tersebut sebesar 

Rp.437.002.921. (Asuransi Jasindo, 2023). Secara keseluruhan, nilai gedung dan 

bangunan KLHK dalam neraca Laporan Keuangan (LK) KLHK Tahun 2021 

sebesar Rp.3.895.519.488.811. dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan 

menjadi Rp.4.056.368.562.738. Berikut tabel neraca aset tetap KLHK Tahun 2021 

dan 2022: 
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Tabel 1.6 
Neraca Aset Tetap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Tahun 2021 dan 2022 

 
Sumber: LK KLHK Tahun 2022. 

 
Rincian saldo BMN gedung dan bangunan setiap Eselon I pada KLHK 

disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 1.7 
Rincian Gedung dan Bangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2021 dan 2022 
 

 
Sumber: LK KLHK Tahun 2022. 

 
Dari Tabel 1.6 di atas, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem (KSDAE) memiliki saldo BMN gedung dan bangunan paling besar 

dibandingkan Eselon 1 yang lain dengan nilai rupiah Rp.1.625.468.362.905. 

menyusul berikutnya Sekretariat Jenderal Rp.744.250.763.856. dan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) 

sebesar Rp.559.430.638.601. Direktorat Jenderal KSDAE memiliki satuan kerja 

yang berlokasi di daerah sejumlah 74, sedangkan Direktorat Jenderal PDASRH 
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memiliki 155 satuan kerja yang berlokasi di daerah. Total gedung dan bangunan 

KLHK senilai Rp.4 Triliun lebih, jika diasuransikan sekaligus tentunya akan 

memerlukan anggaran yang besar pula. Apakah alasan tersebut termasuk yang 

menjadikan belum seluruh satuan kerja lingkup KLHK mengasuransikan gedung 

dan bangunannya ?, atau ada pertimbangan lain mengapa sebagian besar satuan 

kerja lingkup KLHK belum menganggarkan untuk Asuransi BMN khususnnya 

gedung dan bangunan. Untuk itu dalam Asuransi BMN dilakukan prinsip: efektiv, 

efisien, selektif, dan priortias dengan memperhatikan ketersediaan keuangan 

negara sehingga terhindar dari kerugian dan inefektivitas keuangan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dilakukan guna menggali faktor-

faktor tingkat pengamanan BMN melalui Asuransi BMN di KLHK dan selanjutnya 

dapat merumuskan upaya meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi 

BMN pada KLHK. Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, peneliti 

mengambil judul tesis ‘Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi 

Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan’. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan informasi dan telaah dokumen awal seperti pada latar 

belakang permasalahan di atas, identifikasi masalahnya adalah:  

1. Terdapat kesenjangan biaya pembangunan kembali gedung dan bangunan 

pasca bencana. 

2. Lamanya waktu penganggaran renovasi gedung dan bangunan pasca 

bencana alam melalui skema RKA-K/L. 

3. Jumlah BMN gedung dan bangunan yang diasuransikan pada KLHK 

jumlahnya sedikit. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

1. Mengapa pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN 

pada KLHK rendah ?. 

2. Bagaimana model meningkatkan pengamanan BMN gedung dan bangunan 

melalui Asuransi BMN di KLHK ?. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pengamanan 

BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN pada KLHK. 

b) untuk merumuskan model pengamanan BMN gedung dan bangunan 

melalui Asuransi pada KLHK. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Akademik  

Hasil dari penelitian dapat memperkaya wawasan, pengetahuan, dan 

pemahaman secara umum pada bidang Administrasi Pembangunan Negara, 

khususnya Manajemen Aset, serta memberikan informasi terkait teori dan 

metodologi yang digunakan dalam penelitian, sehingga harapannya akan ada 

penelitian-penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan 

BMN khususnya pengamanan BMN gedung dan bangunan melalui Asuransi BMN 

dikaitkan dengan penganggaran serta manajemen risiko dan kebencanaan. 

 

Manfaat Praktis  

Memberikan gambaran/masukan mengenai model yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan pengamanan BMN melalui pengasuransian BMN gedung dan 

bangunan bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di KLHK. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data pada BAB IV menunjukkan 

bahwa faktor kelembagaan, budaya, keterjangkauan, kesadaran dan 

pengetahuan, serta faktor proses pengasuransian dan kepercayaan 

menyebabkan rendahnya tingkat pengamanan BMN melalui asuransi. Adapun 

kesimpulan secara rinci adalah sebagai berikut: 

1) Rendahnya tingkat pengamanan BMN melalui asuransi pada KLHK disebabkan 

oleh: 

a) faktor kelembagaan menunjukkan bahwa: (1) belum semua Satuan Kerja 

lingkup KLHK mengetahui Surat Kepala Biro Umum Nomor 

S.301/ROUM/PLP/KAP.3/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal 

Pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021. (2) Pengasuransian BMN 

belum menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) evaluasi BMN 

oleh Inspektorat Jenderal KLHK.  

b) faktor budaya menunjukkan walaupun beberapa gedung dan bangunan 

Satuan Kerja KLHK berada pada Indeks Risiko Bencana kategori tinggi serta 

pernah terjadi bencana alam, belum menjadi pendorong untuk 

mengamankannya melalui Asuransi BMN.  

c) faktor keterjangkauan menunjukkan bahwa: (1) anggaran Asuransi BMN 

masih terbatas pada dua gedung milik Biro Umum.  

d) faktor kesadaran dan pengetahuan menunjukkan bahwa: (1) Asuransi BMN 

belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK. (2) 

Pendidikan dan pelatihan mengenai pengasuransian BMN belum pernah 

dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK. (3) Belum adanya 

sistem saluran guna Satuan Kerja lingkup KLHK melaporkan BMN yang 

terdampak bencana alam kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK. (4) 

Belum adanya peta prioritas BMN gedung dan bangunan KLHK untuk 

diasuransikan. 

e) faktor proses pengasuransian dan kepercayaan menunjukkan bahwa: (1) 

belum dilaksanakannya sosialisasi mengenai Asuransi BMN oleh 

perusahaan asuransi Jasindo kepada seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK.  
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2) Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam pengamanan 

BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK. Selanjutnya untuk menjawab 

permasalahan tersebut disusunlah model guna dapat meningkatkan 

pengamanan BMN melalui Asuransi BMN pada KLHK dengan menambahkan 

satu tahapan dalam pelaksanaan pengasuransian BMN yakni tahap 

membangun komitmen yang merupakan landasan awal yang diperlukan dalam 

pengasuransian BMN di KLHK. Tahap membangun komitmen merupakan 

tahap awal pengasuransian BMN sebelum tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan (tahap penganggaran, tahap pengadaan, tahap klaim), tahap 

pelaporan, tahap pemeliharaan dan pengamanan, tahap penatausahaan, dan 

tahap penghapusan. Dalam membangun komitmen tidak saja dilakukan oleh 

pemimpin-pemimpin organisasi lingkup KLHK, namun pengelola BMN Satuan 

Kerja lingkup KLHK perlu dilibatkan, sehingga komitmen yang sudah dibangun 

tersebut juga sampai kepada pengelola BMN seluruh Satuan Kerja di KLHK.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, diperlukan upaya untuk meningkatkan 

pengamanan BMN melalui asuransi pada KLHK. Untuk itu penulis menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Saran untuk meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi pada KLHK: 

a) faktor kelembagaan: (1) Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK membuat 

kembali surat perihal pengasuransian BMN dengan merujuk pada surat 

sebelumnya dan ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK 

dengan lampiran berupa SOP/proses bisnis perencanaan dan 

penganggaran pengasuransian BMN. (2) Inspektorat Jenderal KLHK 

memasukkan evaluasi Asuransi BMN dalam Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT).  

b) faktor budaya: (1) setiap Satuan Kerja lingkup KLHK  didampingi Biro Umum 

dan Inspektorat Jenderal KLHK melakukan identifikasi potensi atau 

kerawanan bencana pada setiap lokasi gedung dan bangunan berada. (2) 

Setiap gedung dan bangunan Satuan Kerja lingkup KLHK yang terdampak 
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bencana, riwayat kebencanaan tersebut didokumentasikan dan 

direkapitulasi dengan baik oleh Setiap Satuan Kerja KLHK.  

c) faktor keterjangkauan: Biro Umum Sekretariat Jenderal KLHK sebagai 

Pengguna Barang membuat sketsa perhitungan Premi Asuransi BMN untuk 

setiap gedung dan bangunan lingkup KLHK berdasarkan database aplikasi 

SAKTI/SIMAN untuk kemudian hasilnya disampaikan ke seluruh Satuan 

Kerja lingkup KLHK. 

d) faktor kesadaran dan pengetahuan: (1) Biro Umum Sekretariat Jenderal 

KLHK perlu melakukan sosialisasi dengan nara sumber dari BKF 

Kementerian Keuangan serta BNPB. (2) Biro Umum Sekretariat Jenderal 

KLHK perlu melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan Asuransi BMN 

untuk seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK. (3) Biro Umum Sekretariat 

Jenderal KLHK diharapkan membuat sistem saluran guna melaporkan BMN 

yang terdampak bencana alam oleh Satuan Kerja lingkup KLHK. (4) Biro 

Umum Sekretariat Jenderal KLHK perlu membuat peta prioritas BMN 

gedung dan bangunan untuk diasuransikan.  

e) faktor pengasuransian dan kepercayaan: (1) Biro Umum bersama 

Perusahaan Asuransi Jasindo perlu melakukan sosialisasi pengasuransian 

BMN kepada seluruh Satuan Kerja lingkup KLHK. 

 

2) Terkait manfaat praktis penelitian berupa model yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan pengamanan BMN melalui Asuransi pada KLHK, peneliti 

menyarankan perlunya penelitian lanjutan guna melakukan validasi model 

kepada unit kerja KLHK yang berwenang dan bertanggungjawab tentang 

pengasuransian BMN lingkup KLHK yakni Biro Umum serta Inspektorat 

Jenderal KLHK selaku pengawas internal KLHK untuk mendapatkan tanggapan 

terhadap model yang sudah dihasilkan peneliti. 
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